
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  

DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR 

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM 

OLEH : 

 

ICHSAN MAULANA 

19103080041 

 

PEMBIMBING : 

A HASHFI LUTHFI, M.H. 

 

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA  

2023 



 

ii 
 

ABSTRAK 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah produk hukum Mahkamah 

Agung yang ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum dari bertambahnya 

kompetensi absolut Lembaga Peradilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama diundangkan. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung tidak diatur 

secara jelas dalam ketentuan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di 

Indonesia, walaupun diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. Status Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan produk 

hukum Mahkamah Agung ternyata tidak serta merta membuat Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah sepenuhnya menjadi rujukan utama hakim di Lembaga Peradilan 

Agama maupun para pelaku ekonomi syariah.  

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan dan bersifat yuridis-empiris. Pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dipandang dengan Teori Jenjang Norma Hukum 

yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky dan Konsep Kekuasaan Kehakiman yang 

dikemukakan beberapa ahli hukum. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

didapatkan dengan metode kajian kepustakaan dan wawancara. Data tersebut 

kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif-kualitatif.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, termasuk dalam golongan verordnung & autonome satzung berdasarkan 

Teori Jenjang Norma Hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Hakim di 

Lembaga Peradilan Agama memandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai 

dasar hukum yang tepat bagi perkara ekonomi syariah. Beberapa hakim di Lembaga 

Peradilan Agama yang menyatakan hal demikian, ternyata dalam putusan perkara 

ekonomi syariah yang diperiksa, diadili dan diputus tidak selalu menggunakan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukumnya. Tindakan hakim di 

Lembaga Peradilan Agama yang demikian tentu saja tidak melanggar hukum, karena 

hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan tugasnya.  

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, 

kekuasaan kehakiman.  
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ABSTRACT 

The Compilation of Sharia Economic Law, which is an attachment and an 

integral part of Supreme Court Regulation Number 2 of 2008 concerning the 

Compilation of Sharia Economic Law, is a legal product of the Supreme Court aimed 

at filling the legal vacuum of increasing the absolute competence of the Religious 

Courts after Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 

concerning Religious Courts was promulgated. The position of Supreme Court 

Regulations is not clearly regulated in the provisions regarding the hierarchy of laws 

and regulations in Indonesia, although they are recognized and have binding legal 

force. The status of the Compilation of Sharia Economic Law, which is a legal 

product of the Supreme Court, does not necessarily make the Compilation of Sharia 

Economic Law fully the main reference for judges in the Religious Courts as well as 

sharia economic actors. 

This type of research is field research and is juridical-empirical in nature. The 

main problem in this study is viewed from the Theory of Legal Norms proposed by 

Hans Nawiasky and the Concept of Judicial Power put forward by several legal 

experts. The data needed in this study were obtained by the method of literature 

review and interviews. And then, The data was analyzed using a descriptive-

qualitative analysis method. 

The results of this study indicate that the Compilation of Sharia Economic 

Law, which is an attachment and an integral part of the Supreme Court Regulation 

Number 2 of 2008 concerning the Compilation of Sharia Economic Law, is included 

in the group verordnung & autonome satzung based on the Theory of Levels of Legal 

Norms put forward by Hans Nawiasky. Judges at the Religious Courts view the 

Sharia Economic Law Compilation as the proper legal basis for sharia economic 

cases. Several judges at the Religious Courts who stated this, it turns out that in the 

decisions of sharia economic cases that are examined, tried and sentenced do not 

always use the Compilation of Sharia Economic Law as their legal basis. Of course, 

the actions of judges in the Religious Courts do not violate the law, because judges 

have independent powers to carry out their duties. 

Keywords: Supreme Court regulations, laws and regulations, judicial power. 
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Kawai halom kancing nom 

Handakmu nyak mak mirak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia sejak masa penjajahan bangsa Belanda 

sebagian besar masih berlaku hingga hari ini. Peraturan hukum perdata tersebut 

salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang juga 

dalam bahasa Belanda disebut Burgerlijk Wetboek. Keberlakuan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) secara umum didasarkan pada Pasal I Aturan 

Peralihan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya 

Segala Badan-Badan Negara Dan Peraturan-Peraturan Yang Ada Sampai 

Berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, Selama 

Belum Diadakan Yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar. Mahkamah Agung 

kemudian mengatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 

1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-

Undang yang secara detail membatalkan keberlakuan beberapa pasal dalam 

KUHPer seperti Pasal 108, 110, 284 ayat (3), Pasal 1682 dll.1 

Kehidupan masyarakat di Indonesia yang terus berkembang menuntut 

perkembangan Hukum Perdata di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum 

dan tercapainya tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan 

                                                             
1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan 

Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang. 
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seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.2 Sesuai dengan cita hukum yang meliputi 

suasana kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Perubahan materiil yang signifikan pada ketentuan dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang yang sudah relatif tidak relevan belum 

sepenuhnya terwujud. Perubahan tersebut baru pada ketentuan yang dicabut 

karena adanya peraturan pengganti atas ketentuan tersebut, baik dalam format 

undang-undang maupun jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya 

ketentuan tentang hipotik yang dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda 

yang Berkaitan dengan Tanah dan ketentuan tentang perkawinan yang dicabut 

dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.3  

Peraturan perundang-undangan selain peraturan hukum perdata yang 

disusun untuk menggantikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam  Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terdapat pula beberapa peraturan 

keperdataan baru yang disusun untuk menjawab tantangan perkembangan 

kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya 

adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

                                                             
2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alenia ke-4 

Pembukaan. 
3 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), cetakan ke-12 (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2019), hlm. 4. 
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Pokok Agraria yang mengatur keperdataan pada bidang pertanahan, Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur segala 

ketentuan badan hukum perseroan terbatas, Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah yang secara spesifik mengatur ketentuan 

perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya, dan masih 

banyak peraturan perundang-undangan lainnya. Namun dari sekian banyak 

peraturan perundang-undangan yang mengatur perkara perdata selain Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) di Indonesia, terdapat juga Peraturan 

Mahkamah Agung  yang mengatur perkara perdata yaitu Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Hal yang menarik terkait Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut di antaranya adalah; 

pertama, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah karena bertambahnya 

kewenangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah.4 Bertambahnya kewenangan 

Lembaga Peradilan Agama belum dibarengi dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur perkara tersebut, maka dari itu Mahkamah Agung 

memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.  

                                                             
4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i. 
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Kedua, kedudukan Peraturan Mahkamah Agung secara umum diakui 

sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia,5 selain itu kedudukan 

Peraturan Mahkamah Agung disetarakan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berada satu tingkat di bawah undang-undang.6 Hal ini berarti juga bahwa 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah merupakan peraturan perundang-undangan yang sudah 

selayaknya tidak bertentangan dengan undang-undang. 

Ketiga, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung pada umumnya, 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah ini juga diundangkan dalam Berita Negara yang berarti 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah juga memiliki status mengikat dan berlaku juga asas fiksi 

hukum.7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah juga mengikat bagi seluruh warga negara dan subjek 

hukum yang menyatakan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang diundangkannya dalam lembaran 

resmi, maka semua orang dianggap telah mengetahuinya (presumption iures de 

                                                             
5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat (2). 
6 T. Mangaranap, Hukum Pidana Korporasi Dan Sistematisasi Penegakan Secara 

Integral (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), hlm. 18. 
7 Mardi Candra, Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di 

Indonesia Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 89. 
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iure).8 Ketidaktahuan seseorang atas ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah tidak dapat membebaskan dari tuntutan hukum (ignorantia jurist non 

excusat). Asas fiksi hukum telah diakui dan diatur dalam Penjelasan Pasal 81 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menyatakan bahwa:  

Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran 

resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap 

telah mengetahuinya. 

 

Keempat, Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu jenis 

peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus sehingga berlaku pula asas 

lex specialis derogat legi generali.9 Hal ini berarti Peraturan Mahkama Agung 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini 

merupakan lex specialis bagi perkara ekonomi syariah di Lembaga Peradilan 

Agama, sedangkan peraturan perundang-undangan lain seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan legi generalisnya. 

Kelima, pemberlakuan Peraturan Mahkama Agung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengakibatkan perkara ekonomi 

syariah yang diperiksa dan diadili di Lembaga Peradilan Agama haruslah 

berdasarkan pula pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkama 

                                                             
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, Pasal 81. 
9 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 

2004), hlm. 278-279. 
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Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bukan 

hanya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) saja. Hal ini 

karena Peraturan Mahkamah Agung merupakan lex specialis dalam perkara 

ekonomi syariah di Lembaga Peradilan Agama, sehingga seharusnya Peraturan 

Mahkama Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah merupakan rujukan utama namun bukan satu-satunya dalam perkara 

ekonomi syariah. 

Keenam, Peraturan Mahkama Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan jenis peraturan perundang-

undangan yang berada di bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer). Hal ini karena kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dipersamakan dengan jenis 

peraturan perundang-undangan yang berada satu tingkat di bawah undang-

undang, sedangkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) didasarkan pada Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia  Tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 

juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan 

Menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang, dengan 

demikian berlaku pula asas lex superior derogat legi inferiori.  

Ketujuh, beberapa ketentuan yang diatur baik dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur materi yang 
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sama walaupun terdapat sedikit perbedaan ketentuan. Materi yang sama-sama 

diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) sebagian adalah terkait dengan perjanjian, seperti syarat sahnya 

perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, ketentuan umum force majeure dll. 

Perbedaan yang terdapat pada materi yang sama ini tentu saja akan berpengaruh 

pada proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah.  

Kedelapan, pertimbangan hukum dalam beberapa putusan perkara 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama, hanya mencantumkan dasar hukum dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) saja tanpa mencantumkan 

pertimbangan hukum dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tidak dicantumkannya Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah dalam pertimbangan hukum putusan hakim di Lembaga Peradilan 

Agama tentu saja bukan merupakan sesuatu yang sepenuhnya salah, karena 

hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan.10 Tetapi tentu saja para pihak yang 

berperkara yang mungkin saja tidak semua memahami hukum di Indonesia 

secara komprehensif akan bertanya-tanya akan hal tersebut. 

                                                             
10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat 

(1). 
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Kesembilan, ketentuan mengenai akad-akad syariah dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah belum mencantumkan adanya ketentuan lebih rinci mengenai sub-sub 

topik penting dalam akad syariah.11 Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah 

baru, mengingat penafsiran, paradigma, dan perspektif satu hakim di Lembaga 

Peradilan Agama sangat mungkin berbeda dengan yang lainnya. Perbedaan 

penafsiran, paradigma, dan perspektif dapat terjadi salah satunya adalah karena 

ketentuan akad syariah yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah masih terlalu umum. 

 Kesepuluh, penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya untuk 

mengakomodir ketentuan-ketentuan fiqh Islam ke dalam hukum positif di 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari acuan penyusunan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2008 di antaranya adalah dari al-Qur’an, sunnah, ijma’, 

qiyas, istishan, istislah (al-maslahah al-mursalah), sad dhara’i, ‘urf, istishab, 

madzhab sahabi, syar’u man qoblana, dan dalala al-iqtiran.12 Dengan demikian, 

penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama dapat dinisbatkan seperti penerapan fiqh Islam di 

Lembaga Peradilan Agama. 

                                                             
11 Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan 

Hukum Islam,” Jurnal Al-Mawarid, Edisi XVIII, 2008, hlm. 152. 
12 Nasroen Haroen, Ushul Fikih (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 32. 
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Hakim di Lembaga Peradilan Agama selain memiliki kewajiban untuk 

menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara 

ekonomi syariah, juga memiliki kewajiban menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.13 Hal ini 

bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam 

masyarakat. Putusan hakim yang tidak selalu hanya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan ini tidak jarang justru dianggap tidak adil bahkan 

tidak berdasar. Anggapan ini terutama muncul dari pihak yang kalah atau 

dirugikan dalam perkara tersebut.  

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul; “Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 

ayat (1). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah; 

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam dalam hierarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia? 

2. Bagaimana perspektif hakim ekonomi syariah terhadap Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan di 

antaranya untuk: 

a. Mendeskripsikan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam dalam hierarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

b. Mendeskripsikan perspektif hakim ekonomi syariah terhadap Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini di antaranya adalah: 

a. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

teoritis berupa pemikiran ilmiah dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum 

umumnya dan terkhusus lagi di bidang hukum ekonomi syariah. 

b. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis 

pada penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada perkara ekonomi 

syariah. Serta dapat menjadi inspirasi dan pembaharuan dalam 

penyelesaian perkara ekonomi syariah di Lembaga Peradilan Agama. 
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D. Telaah Pustaka 

Penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literatur tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama, 

ditemukan penelitian terdahulu dengan tema yang sama, yang tentu saja terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu tersebut di 

antaranya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nashihul Ibad Elhas yang dipublikasikan 

pada tahun 2020 dengan judul Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Badrut Tamam pada tahun 2018 dengan judul Konsep Subyek Hukum dalam 

Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

penelitian yang dilakukan oleh Ika Atikah pada tahun 2017 dengan judul 

Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman 

Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan 

Agama, penelitian yang dilakukan oleh Ifa Lathifa Fitriani pada tahun 2016 

dengan judul Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pemaknaan 

Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia, penelitian yang 

dilakukan oleh Bagus Ahmadi pada tahun 2012 yang berjudul Akad Bay’, 

Ijarah dan Wadi’ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

(KHES), penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mughits pada tahun 2008 dengan 

judul Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum 



13 
 

 

Islam. Pembaharuan dalam penelitian ini dibanding karya-karya ilmiah 

sebelumnya adalah tidak hanya berfokus pada materi tertentu dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah ataupun kedudukan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam 

hierarki peraturan perundang-undangan saja, tetap sampai pada bagaimana hakim 

di Lembaga Peradilan Agama memandang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2008 ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Durrotun Nasihah pada tahun 2020 

dengan judul Status Anak Hasil Poligami dalam Perspektif Hakim 

Pengadilan Agama Pasuruan, penelitian yang dilakukan oleh TM Jakfar pada 

tahun 2019 dengan judul Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim 

Agama, penelitian yang dilakukan oleh  Fauzan Nento dan Titin Samsudin pada 

tahun 2018 dengan judul Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan 

Agama Gorontalo, dan juga Penelitian yang dilakukan oleh Nizar Abdussalam 

pada tahun 2015 dengan judul Batas Minimal Usia Kawin Perspektif Hakim 

Pengadilan Agama dan Dosen Psikologi UIN Malang, penelitian yang 

dilakukan oleh F Fikri, B Sulaeman dan A Bahri pada tahun 2014 dengan judul 

Perlindungan Anak Di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum 

Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare). Pembaharuan pada 

penelitian ini adalah pada hal yang ditinjau dari perspektif hakim pengadilan 

agama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
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E. Kerangka Teoritik 

1. Jenjang Norma Hukum 

Teori tentang jenjang norma hukum digunakan untuk menganalisis data yang 

telah diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan di 

antaranya dilakukan pada buku-buku atau sumber literatur lain salah satunya 

adalah buku Maria Farida Indrati yang berjudul Ilmu Perundang-Undangan (1): 

Jenis, Fungsi, Materi Muatan. Data yang dianalisis dengan teori jenjang norma 

hukum adalah data tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang 

merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, serta data tentang perspektif hakim pengadilan agama terhadap 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Teori jenjang norma hukum yang 

digunakan adalah teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans 

Nawiasky. Selain itu konsep-konsep lain tentang peraturan perundang-

undangan, termasuk ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, digunakan untuk menganalisis data yang telah 

didapatkan.  
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2. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka 

Teori tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka digunakan untuk 

menganalisis data yang didapatkan dari studi kepustakaan dan wawancara. 

Studi kepustakaan dilakukan dari sumber buku dan sumber literatur lain di 

antaranya adalah buku Rimdan yang berjudul Kekuasaan Kehakiman: Pasca-

Amandemen Konstitusi Edisi Pertama. Data yang dianalisis dengan teori 

jenjang norma hukum adalah data tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 

yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, serta data tentang perspektif hakim pengadilan agama terhadap 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain teori tentang kekuasaan kehakiman 

yang merdeka, konsep dan ketentuan tentang kekuasaan kehakiman yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan juga digunakan untuk 

menganalisis data yang telah didapatkan.  
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F. Metode Penelitian 

Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan akurat, terstruktur dan metodologis. 

Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

berdasarkan pada data empiris yang terdapat di lapangan. Data empiris yang 

didapatkan di lapangan berasal dari perspektif hakim di Lembaga Peradilan 

Agama sebagai data utamanya.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, yang merupakan penelitian hukum yang 

meneliti ketentuan norma hukum yang berlaku dan bagaimana kenyataan yang 

terjadi di masyarakat.14 Penelitian ini dilakukan dengan kajian yuridis terhadap 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah kemudian mengumpulkan data-data penerapannya di 

Lembaga Peradilan Agama terutama yang berkaitan dengan perspektif hakim 

pengadilan agama. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 

konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan 

                                                             
14 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 

2002), hlm. 1. 
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(statute approach). Kedua pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis 

kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan perspektif hakim Pengadilan Agama 

dalam menempatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara 

ekonomi syariah di Lembaga Peradilan Agama. 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data utama yang menjadi rujukan utama 

dalam pembahasan ini. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat berupa 

hasil wawancara dengan ketua dan/atau hakim di Lembaga Peradilan Agama. 

Ketua dan/atau hakim di Lembaga Peradilan Agama tersebut di antaranya 

adalah hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman, ketua sekaligus 

hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wates, hakim ekonomi syariah 

di Pengadilan Agama Wonosari, hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Bantul, hakim ekonomi syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan hakim 

tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan sebagai data 

pendukung dari data primer. Data sekunder penelitian ini dapat berasal dari 

sumber data pustaka yang didapat dari penelusuran baik dalam buku-buku, 
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jurnal, catatan-catatan resmi, yurisprudensi, maupun peraturan perundang-

undangan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah: 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara merupakan proses dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara dan yang diwawancara dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi tertentu yang dilakukan dengan metode komunikasi 

tertentu.15 Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan data adalah 

wawancara kepada ketua dan/atau hakim di Lembaga Peradilan Agama. 

Wawancara dilakukan di seluruh Lembaga Peradilan Agama di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Pengadilan Agama Sleman, Pengadilan 

Agama Wates, Pengadilan Agama Wonosari, Pengadilan Agama Bantul, 

Pengadilan Agama Yogyakarta, dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. 

Pemilihan Lembaga Peradilan Agama ini karena ,berdasarkan data pada 

website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lembaga 

Peradilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menangani perkara 

                                                             
15 Fandi Rosi Sarwo Edi, Teori Wawancara Psikodiagnostik, Cetakan Pertama 

(Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2016), hlm. 3. 
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ekonomi syariah dengan jumlah yang cukup tinggi, bahkan Pengadilan Agama 

Bantul menjadi yang tertinggi ke-2 di Indonesia di bawah Mahkamah Agung.  

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan 

mencatat serta mengolah bahan penelitian.16 Studi kepustakaan dalam 

penelitian ini dilakukan pada sumber-sumber kepustakaan seperti yang berasal 

dari buku, jurnal, yurisprudensi, hingga peraturan perundang-undangan. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang telah didapatkan melalui teknik pengumpulan data kemudian 

dilakukan analisis. Sebelum melakukan analisis terhadap data tersebut terlebih 

dahulu dilakukan pencermatan kembali atas data yang telah didapat dengan 

melakukan validasi yang bertujuan untuk memastikan kembali bahwa data yang 

diperoleh sudah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, dilakukan proses 

klasifikasi terhadap data yang telah didapatkan berdasarkan kebutuhan 

permasalahan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah analisis 

dalam penelitian ini. Setelah itu, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan 

analisis data deskriptif-kualitatif. 

Metode analisis data deskriptif-kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak membutuhkan hipotesis karena bersifat deskriptif. Selain itu 

juga karena bersifat kualitatif maka data yang diperoleh digambarkan dengan 

                                                             
16 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2008), hlm. 3. 
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kata-kata atau kalimat yang dibedakan berdasarkan kategori-kategori untuk 

memperoleh kesimpulan.17 

Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data yang 

didapat dari sumber wawancara maupun studi kepustakaan. Kemudian dengan 

pendekatan kualitatif, dilakukan analisis terhadap data yang telah didapat 

dengan metode deduktif, yang  pembahasannya dimulai dari pengetahuan yang 

bersifat umum dan luas, hingga pada yang bersifat spesifik.18 Pengetahuan yang 

bersifat umum ini dapat berupa teori-teori maupun peraturan perundang-

undangan didapatkan dari hasil studi pustaka, sedangkan yang bersifat spesifik 

dapat berupa data-data didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada 

ketua dan/atau hakim Lembaga Peradilan Agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek 

(Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 131. 
18 Sutrisno Hadi, Metode Research II, Cetakan XIX (Yogyakarta: Andi Ofset, 

1989), hlm. 193. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab. Hal 

ini untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami skripsi atau 

hasil penelitian ini. Setiap bab tersebut, terdapat beberapa sub bab di dalamnya. 

Secara  lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut;  

Bab Pertama, pada bab ini memuat pendahuluan skripsi dengan 

beberapa sub bab di antaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pengantar bagi pembaca 

skripsi ini. 

Bab Kedua, pada bab ini memuat pembahasan mengenai kerangka teori 

yang secara singkat sudah dicantumkan pada Bab Pertama. Kerangka teori 

tersebut di antaranya adalah jenjang norma dan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka ataupun teori, konsep, dan/atau ketentuan lainnya yang dianggap 

relevan dengan penelitian ini. 

Bab Ketiga, pada bab ini memuat data yang telah diperoleh dari teknik 

pengumpulan data yang telah dilakukan. Data ini terdiri dari data yang 

berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan perspektif hakim pengadilan agama 

terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 
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Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai dasar hukum 

perkara ekonomi syariah.   

Bab Keempat, bab ini membahas tentang analisis terhadap data yang 

terkait dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran 

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan perspektif  hakim 

pengadilan agama terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar 

hukum perkara ekonomi syariah yang digunakan oleh hakim pengadilan agama. 

Analisis ini dilakukan dengan perspektif jenjang norma hukum, hierarki 

peraturan perundang-undangan di Indonesia serta perspektif kekuasaan 

kehakiman yang merdeka dan dari teori, konsep, dan/atau ketentuan lainnya 

lain yang dianggap relevan yang telah dibahas dalam Bab Kedua.  

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini. Bab ini 

berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab Pertama. 

Kemudian dari jawaban ini, dirumuskan kesimpulan penelitian ini. Selain 

kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat diberikan atas temuan-

temuan dan berdasarkan kesimpulan didapatkan dari penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, merupakan salah satu jenis norma hukum. 

Berdasarkan teori jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans 

Nawiasky, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam kelompok 

Verordnung & Autonome Satzung (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom). 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam 

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Namun, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

tidak memiliki kedudukan yang kuat sebagai dasar hukum perkara ekonomi 

syariah dalam perspektif asas preferensi hukum baik dari asas lex superior 

derogat legi inferiori, asas lex specialis derogat legi generali maupun asas lex 

posterior derogat legi priori.  

Hakim pengadilan agama berpendapat bahwa Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah, memiliki beberapa kedudukan. Kedudukan tersebut di 

anataranya adalah; Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai solusi 
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kekosongan hukum akibat bertambahnya kewenangan absolut dari Lembaga 

Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk 

positivisasi hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

sebagai unifikasi hukum ekonomi syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

sebagai bagian dari Fikih Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah. Hakim pengadilan agama 

memiliki beberapa pendapat yang berkaitan dengan kedudukan Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah dan 

kendala penerapannya. Pendapat hakim pengadilan agama tersebut di antaranya 

adalah; beracara di Lembaga Peradilan Agama harus mengikuti hukum yang 

berlaku di Lembaga Peradilan Agama salah satunya yaitu Peraturan Mahkamah 

Agung, di kalangan hakim pengadilan agama terdapat kecenderungan untuk 

mematuhi produk hukum dari Mahkamah Agung, dalam proses pembentukan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung lebih berfokus pada 

materi muatan dibandingkan formatnya, materi muatan dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah lebih lengkap dibandingkan peraturan perundang-undangan 

ekonomi syariah lain, perlu dilakukan harmonisasi antara Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dan peraturan perundang-undangan lain, istilah yang digunakan 

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sulit dipahami masyarakat, persepsi 

masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan praktik ekonomi 

syariah di Indonesia menghambat penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, perlu adanya sosialisasi terkait Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 
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serta perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di 

Lembaga Peradilan Agama. Hakim pengadilan agama juga menyampaikan 

beberapa alasan yang membuat hakim pengadilan agama dalam kasus tertentu 

mengesampingkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai dasar hukum 

perkara ekonomi syariah. Beberapa alasan tersebut di antaranya adalah; 

ketidakpatutan akad yang dilakukan pelaku ekonomi syariah terkadang membuat 

hakim pengadilan agama mengesampingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah, Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang seharusnya 

ditempuh oleh hakim pengadilan agama sebelum menangani perkara ekonomi 

syariah juga berpengaruh terhadap penerapan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah sebagai dasar hukum perkara ekonomi syariah, pemahaman tentang 

contra legem dalam menentukan dasar hukum, kecenderungan untuk 

mengutamakan nilai kemanfaatan dalam putusan, terdapat berbagai aspek 

kehidupan di luar aspek hukum dalam penentuan amar putusan. Hakim 

pengadilan agama kemudian menyampaikan bahwa kalangan hakim pengadilan 

agama memiliki harapan besar untuk terbentuknya Undang-Undang Hukum 

Ekonomi Syariah di kemudian hari. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan dasar 

hukum yang kuat bagi praktik ekonomi syariah di Indonesia, bukan hanya 

pedoman untuk perkara ekonomi syariah yang terdapat di Lembaga Peradilan 

Agama saja.  
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B. Saran-Saran 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, memiliki kedudukan yang lemah sebagai 

dasar hukum perkara ekonomi syariah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan 

untuk memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah; 

pertama, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dirasa 

sesuai dengan keyakinan hakim sebaiknya terus digunakan oleh hakim baik di 

Lembaga Peradilan Agama maupun di Mahkamah Agung. Hal ini akan 

memperkuat kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena akan 

menjadi kebiasaan dan yurisprudensi. Kedua, dilakukan harmonisasi antara 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai peraturan perundang-

undangan lain yang juga mengatur bidang ekonomi syariah, sehingga Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dapat selaras dengan peraturan perundang-undangan 

yang secara hierarki lebih tinggi. Ketiga, dilakukan pembentukan Undang-

Undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini akan memperkuat 

kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena undang-undang 

merupakan jenis peraturan perundang-undangan tertinggi yang dapat mengatur 

bidang ekonomi syariah. Pembentukan Undang-Undang Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dapat mengikuti ketentuan tentang proses pembentukan 
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undang-undang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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